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ABSTRACT
This study analyzes the concept of joint marital property (harta bersama) in Islamic family law in Indonesia, comparing the classical fiqh perspective, which maintains separate ownership between spouses, with the contemporary ijtihad found in the Compilation of Islamic Law (KHI). KHI employs the concept of syirkah abdan as a foundation for unifying assets to ensure family welfare, although it frequently faces implementation gaps in practice. This normative legal research finds that the distribution of joint property after divorce should not necessarily be rigid or equal, but must consider the actual contributions of each party, including domestic roles that are often overlooked. This study proposes a reconstruction based on maqashid sharia and the concept of family ownership (al-milkiyyah al-usariyyah) to achieve more gender-responsive justice. To bridge the gap formal justice, it is recommended to reformulate execution procedures through collaborative mediation models and the establishment of support service units involving interdisciplinary experts. This approach is expected to end rigid execution practices and protect the rights of vulnerable parties in family property disputes.
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ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis konsep harta bersama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan membandingkan perspektif fikih klasik yang memisahkan harta suami-istri dan ijtihad kontemporer dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menerapkan konsep syirkah abdan sebagai landasan penyatuan harta untuk menjamin kemaslahatan keluarga, meskipun dalam praktiknya sering menghadapi kesenjangan implementasi. Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa pembagian harta bersama pasca-perceraian tidak selamanya harus bersifat kaku atau sama rata, melainkan perlu mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak, termasuk peran domestik yang sering terabaikan. Kajian ini menawarkan rekonstruksi berbasis maqashid syariah dan konsep kepemilikan keluarga (al-milkiyyah al-usariyyah) guna mencapai keadilan merata yang lebih responsif gender. Untuk menjembatani kesenjangan keadilan formal, direkomendasikan reformulasi prosedur pelaksanaan melalui model mediasi kolaboratif serta pembentukan unit layanan pendampingan yang melibatkan ahli lintas lembaga. Pendekatan ini diharapkan mampu mengakhiri praktik eksekusi yang kaku serta melindungi hak-hak pihak rentan dalam sengketa harta keluarga.
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PENDAHULUAN
Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan digunakan untuk kepentingan keluarga. Dalam hukum positif Indonesia, harta yang diperoleh sejak terjadinya perkawinan pada prinsipnya dianggap sebagai harta bersama tanpa membedakan siapa yang memperoleh atau menghasilkan harta tersebut. Sementara itu, dalam perspektif hukum keluarga Islam, konsep harta bersama dipahami sebagai hasil usaha suami dan istri selama masa perkawinan, baik diperoleh secara bersama-sama maupun melalui pekerjaan masing-masing. Keberadaan harta bersama bertujuan untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan menjadi salah satu aspek penting yang diatur dalam penyelesaian sengketa keluarga, khususnya ketika terjadi perceraian (Rahmadany, 2023). 
Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, harta bersama mencakup seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali harta yang berasal dari hibah, hadiah, atau warisan yang menjadi hak pribadi masing-masing pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta bersama dapat dibedakan menjadi harta berwujud dan harta tidak berwujud. Harta berwujud meliputi benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan bangunan, serta benda bergerak seperti kendaraan, perhiasan, tabungan, dan barang berharga lainnya. Sementara itu, harta tidak berwujud mencakup berbagai hak yang memiliki nilai ekonomi, seperti hak cipta, merek, paten, royalti, serta hak dan kewajiban lain yang timbul selama perkawinan. Perkembangan hukum modern juga mengakui kekayaan intelektual dan royalti sebagai bagian dari harta bersama apabila diperoleh selama ikatan perkawinan dan tidak terdapat perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri (Wardoyo dkk., 2025).
Prinsip kepemilikan harta bersama dalam hukum keluarga Islam didasarkan pada konsep kerja sama dan keadilan antara suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan. perkembangan hukum Islam di Indonesia mengakui bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dipandang sebagai hasil kemitraan (syirkah) dalam membangun rumah tangga. Kontribusi tersebut tidak hanya berupa pencarian nafkah, tetapi juga mencakup peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan mengasuh anak (Aibak & Anusantari, 2022).
Setiap kontribusi yang diberikan, baik dalam bentuk pencarian nafkah maupun pengelolaan urusan domestik, memiliki nilai yang sama dalam pembentukan kekayaan keluarga. Oleh karena itu, pembagian harta bersama tidak semata-mata didasarkan pada besarnya pendapatan yang dihasilkan, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam mewujudkan kesejahteraan rumah tangga. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak suami maupun istri dalam hukum keluarga Islam (Tan dkk., 2025). 
Mazhab Syafi'i pada dasarnya tidak mengenal konsep harta bersama (gono-gini) sebagaimana yang berkembang dalam hukum keluarga di Indonesia. Menurut pandangan mazhab ini, suami dan istri tetap memiliki hak kepemilikan yang terpisah meskipun telah terikat dalam perkawinan. Harta yang diperoleh oleh suami menjadi milik suami, sedangkan harta yang diperoleh oleh istri tetap menjadi milik istri. Prinsip ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap individu berhak atas hasil usahanya masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 32. Meskipun demikian, para ulama kontemporer yang berlandaskan mazhab Syafi'i mengembangkan konsep harta bersama melalui pendekatan syirkah (kemitraan). Harta yang diperoleh melalui kerja sama suami dan istri selama perkawinan dapat dipandang sebagai harta syirkah karena adanya kontribusi kedua belah pihak dalam membangun dan mengembangkan ekonomi keluarga (Widiyastuti dkk., 2025). Mazhab Hanafi tidak mengenal harta bersama sebagai akibat langsung dari perkawinan. Harta yang diperoleh suami tetap menjadi milik suami, sedangkan harta yang diperoleh istri tetap menjadi milik istri. Namun, apabila suami dan istri bekerja sama dalam memperoleh harta, maka harta tersebut dapat dipandang sebagai harta syirkah (persekutuan) yang pembagiannya disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak (Alfarisi dkk., 2023).
Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih fleksibel mengenai kepemilikan harta dalam perkawinan. Pada dasarnya, suami dan istri tetap memiliki hak atas harta masing-masing. Namun, apabila terdapat kerja sama dalam memperoleh atau mengembangkan harta selama perkawinan, maka harta tersebut dapat dipandang sebagai bentuk syirkah yang menimbulkan hak bersama. Mazhab ini juga mempertimbangkan kebiasaan masyarakat ('urf) sebagai dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Milkiyyah Musytarakah merupakan konsep kepemilikan bersama yang memberikan hak kepada dua pihak atau lebih atas suatu harta. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan kepemilikan harta yang diperoleh melalui kontribusi bersama selama perkawinan. 
Fikih klasik pada umumnya tidak mengenal pembagian harta bersama secara otomatis setelah perceraian karena harta suami dan istri dipandang terpisah. Namun, apabila terdapat unsur syirkah atau kerja sama dalam memperoleh harta selama perkawinan, maka pembagian dilakukan berdasarkan besarnya kontribusi masing-masing pihak. Dalam perkembangannya, para ulama kontemporer juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan, sehingga pembagian harta tidak selalu harus sama rata, tetapi dapat disesuaikan dengan peran, kontribusi, serta kondisi yang melatarbelakangi perceraian (Afrizal & Kodri, 2023).
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan dari hasil usaha suami istri. Harta ini secara otomatis terpisah dari harta pribadi (seperti warisan, hibah, atau hadiah) tanpa perlu adanya perjanjian pemisahan harta. Penggunaan, penjualan, atau pemindah tanganan harta bersama wajib mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Utang untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama, dan jika salah satu pihak melakukan tindakan yang mengancam harta (seperti berjudi atau boros), pihak lain berhak meminta sita jaminan ke pengadilan. Jika perkawinan berakhir karena perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing pihak berhak mendapatkan separuh (seperdua) dari harta bersama tersebut. Khusus untuk kasus poligami, harta bersama masing-masing istri dipisahkan secara tegas dan dihitung mulai dari saat berlangsungnya akad nikah untuk istri kedua, ketiga, dan seterusnya (Nurdin dkk., 2024).
Dalam fikih klasik, konsep harta bersama antara suami dan istri sama sekali tidak dikenal. Pandangan hukum Islam tradisional menetapkan bahwa ikatan perkawinan tidak bisa dijadikan sebab terjadinya peralihan kepemilikan harta secara otomatis. Kekayaan yang diperoleh suami maupun istri dikuasai oleh masing-masing pihak secara terpisah, mengingat dalam syariah pemindahan hak milik hanya diakui melalui empat cara, waris, wasiat, hibah, dan jual beli. Ketiadaan aturan mengenai harta bersama ini sangat dipengaruhi oleh kultur Timur Tengah pada masa tersebut, di mana suami berperan sebagai pencari nafkah tunggal, sehingga istri tidak memiliki hak kepemilikan mutlak atas harta yang murni dihasilkan oleh suaminya. 
Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia justru menetapkan adanya penyatuan harta bersama secara otomatis untuk setiap kekayaan yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Ketentuan ini merupakan bentuk ijtihad ulama kontemporer yang dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum positif dengan berlandaskan pada asas kemaslahatan dan hukum kebiasaan ('urf) masyarakat Indonesia. KHI mengqiyaskan peyatuan harta ini ke dalam konsep kerja sama atau akad syirkah (seperti syirkah 'inan atau syirkah abdan) karena pengorbanan istri dalam mengurus rumah tangga dinilai memberikan andil yang sangat signifikan bagi kesuksesan suami dalam mencari nafkah. 
Dengan mengintegrasikan gagasan fikih modern (kontemporer) yang berlandaskan pada maqashid al-syari'ah, khususnya dalam memelihara harta (hifzh al-mal) dan keturunan (hifzh al-nasl). Fikih modern menawarkan konsep kepemilikan keluarga (al-milkiyyah al-usariyyah) yang merespons keadilan gender dan realitas sosial ekonomi dengan tidak memandang kepemilikan secara absolut dan individualistik semata, melainkan mengikatnya dengan fungsi sosial dan kemaslahatan. Reformulasi ini diusulkan melalui tiga tingkatan utama. Pada tingkat substansi, perlu adanya penyempurnaan aturan untuk mengakui serta menilai (valuasi) kontribusi non-finansial seperti kerja domestik dan pengasuhan anak sebagai faktor penentu porsi pembagian harta, sehingga tidak kaku pada pembagian yang mutlak sama rata. Pada tingkat prosedur, eksekusi yang terikat atau memaksa harus diganti dengan model eksekusi berbasis mediasi dan kolaborasi pasca-putusan untuk merumuskan rencana pembagian secara sukarela. Sementara itu, pada tingkat kelembagaan, diusulkan pembentukan Unit Layanan Eksekusi Keluarga yang beranggotakan hakim mediator, jurusita spesialis, psikolog/konselor keluarga, dan konsultan keuangan untuk mendampingi proses eksekusi secara profesional dan manusiawi (Hasanuddin, 2025).
Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur penyatuan dan pembagian harta bersama dengan porsi seperdua bagian, penerapannya secara praktis kerap memunculkan kesenjangan karena minimnya pedoman matematis terhadap kontribusi non-finansial, seperti kerja domestik dan pengasuhan anak. Kesenjangan ini berdampak signifikan pada penyelesaian perceraian, di mana eksekusi pembagian harta sering kali berjalan kaku, memaksa, dan mengabaikan keadilan substantif bagi pihak yang rentan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan panduan baru bagi para hakim agar dapat menerapkan konsep kepemilikan keluarga (al-milkiyyah al-usariyyah) yang lebih responsif gender dan proporsional dalam memutus sengketa. Sebagai rekomendasi perbaikan kelembagaan dan prosedural, kajian ini mendesak peralihan menuju model eksekusi berbasis mediasi kolaboratif pasca-putusan serta perlunya pembentukan Unit Layanan Eksekusi Keluarga yang beranggotakan ahli lintas Lembaga untuk memastikan penyelesaian sengketa berjalan secara lebih manusiawi dan profesional.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan mengkaji konsep harta bersama sebagai reformulasi hukum Islam melalui perbandingan antara fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Abdussamad, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk menganalisis persamaan dan perbedaan konsep harta bersama dalam kedua sistem hukum tersebut, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep kepemilikan harta dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Sumber primer meliputi Al-Qur’an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya ketentuan yang mengatur harta bersama. Adapun sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, sumber tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap objek kajian.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang berkaitan dengan harta bersama dalam fikih klasik dan KHI. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan konsep harta bersama menurut fikih klasik dan KHI, kemudian membandingkannya untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta bentuk reformulasi hukum Islam yang tercermin dalam pengaturan harta bersama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Harta Bersama dalam Perspektif Fikih Klasik
Kata harta (al-mal) berasal dari akar kata maala-yamiilu-mailan yang berarti condong, miring, suka, senang, atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Makna ini menunjukkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan atau dicondongi oleh manusia untuk dipelihara, baik dalam wujud materi maupun manfaat. Sementara itu, secara terminologi, ulama Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang diminati oleh manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, serta dimanfaatkan. Berdasarkan pandangan para fuqaha, suatu benda baru bisa disebut sebagai harta apabila memenuhi dua unsur utama, yakni unsur 'aniyyah yang berarti harta tersebut harus memiliki kenyataan atau berwujud fisik (a'yun), dan unsur 'urf yang berarti segala sesuatu itu dipandang sebagai harta oleh sebagian atau seluruh manusia karena memiliki nilai ekonomis dan kemanfaatan.
Terkait dengan kepemilikan (Al-Milikiyyah), istilah ini dalam hukum Islam dimaknai sebagai hubungan khusus antara manusia dan harta, yang menjadikan harta tersebut secara sah melekat pada penguasaannya. Hukum Islam membagi status kepemilikan ini ke dalam lima kategori, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara, al-milk at-tamm (milik sempurna), dan al-milk an-naqish (milik tidak sempurna). Adapun hak atas kepemilikan harta tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan dapat diperoleh secara sah melalui empat sebab. Seseorang bisa memiliki harta melalui ihraz al-mubahat (penguasaan harta bebas), yakni menguasai harta tak bertuan atau belum dimiliki siapa pun dengan niat untuk memilikinya. Hak milik juga bisa muncul melalui at-tawallud (perkembangbiakan), di mana hasil atau peranakan dari sebuah harta yang sudah dimiliki otomatis menjadi hak milik pemiliknya. Selain itu, kepemilikan dapat beralih melalui al-khalafiyah (pergantian) baik berupa pergantian orang seperti proses warisan maupun pergantian benda karena ganti rugi, serta melalui al-'aqd (akad atau perikatan) yang merupakan pertalian ijab dan kabul sesuai ketentuan syariat untuk memindahkan hak milik (Nasution, 2023).
Pandangan mazhab-mazhab Sunni dalam fikih klasik, prinsip utama setelah akad nikah adalah pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri. Hukum Islam klasik tidak mengakui adanya peleburan atau penggabungan aset secara otomatis semata-mata karena terjadinya ikatan perkawinan. Hak kepemilikan independen perempuan sangat diakui dalam hal ini; seorang istri memiliki hak milik penuh atas harta yang diperoleh melalui usahanya sendiri, dan suami tidak memiliki hak kontrol bawaan (inheren) atas harta tersebut. 
Meskipun prinsip dasarnya adalah pemisahan harta, mazhab-mazhab fikih tidak menutup kemungkinan adanya hak ekonomi bersama apabila terdapat kontribusi yang nyata. Fikih klasik menyediakan berbagai sumber , seperti konsep milkiyyah (kepemilikan), syirkah (kemitraan), 'urf (kebiasaan masyarakat), nafaqah (nafkah), dan maqashid al-syari'ah untuk mengakui hak-hak yang timbul dari kontribusi suami maupun istri, baik itu kontribusi finansial secara langsung maupun kontribusi domestik secara tidak langsung. Perbedaan utama di antara mazhab-mazhab tersebut bukanlah pada diakuinya hak milik independen perempuan karena hal ini sudah sangat mapan diakui melainkan pada jalur atau metode Istimbath yang digunakan untuk menerjemahkan kontribusi dalam keluarga dan ekonomi tersebut menjadi hak tuntutan hukum yang sah atas aset-aset keluarga (Mubarak dkk., 2026).
Konsep dasar kepemilikan (al-milkiyah) dalam Islam berasal pada prinsip fundamental bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak dan hakiki atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Landasan utama dari prinsip kepemilikan ini secara tegas dicantumkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 120:
 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
"Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu". 
Berdasarkan ayat tersebut, kepemilikan manusia atas harta kekayaan pada dasarnya hanyalah sebuah titipan dan amanah. Meskipun manusia diberikan kebebasan riil untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan harta benda, hak kepemilikan individu dalam Islam tidaklah bersifat absolut, melainkan bersyarat dan dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh-Nya (Irwansyah, 2018). Selanjutnya, hak kepemilikan individu atas suatu harta selalu diikat dengan tanggung jawab sosial, karena individu dianggap sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk membelanjakan harta tersebut. Perintah dan wewenang pengelolaan harta ini dijelaskan dalam firman Allah SWT:
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ 
"Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar." (Qs. Al Hadid : 7)
Ayat ini menegaskan bahwa pemilikan pribadi tidak dapat dilepaskan dari dimensi fungsi sosial kemasyarakatan. Apabila kepentingan masyarakat luas lebih menghendaki, maka setiap individu wajib mengesampingkan kepentingan pribadinya demi menjamin kemaslahatan bersama. Sebagai bentuk nyata dari keseimbangan antara kepemilikan individu dan fungsi sosial tersebut, Al-Qur'an mewajibkan pendistribusian sebagian harta individu secara adil kepada golongan yang membutuhkan melalui zakat. Ketentuan mengenai penyaluran kepemilikan harta ini secara rinci diabadikan dalam Surah At-Taubah ayat 60: 
إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."
Adapun dari tinjauan Hadis, implementasi pembatasan kebebasan kepemilikan individu terlihat jelas dari sikap tegas Nabi Muhammad SAW ketika penggunaan hak milik tersebut merugikan pihak lain. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menerima aduan dari seorang sahabat Anshar yang merasa sangat dirugikan oleh Samurah bin Jundub, karena dahan pohon kurma milik Samurah tumbuh menjorok hingga masuk ke area kebun milik sahabat Anshar tersebut. Menyikapi hal itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan perintah untuk mencabut pohon kurma milik Samurah tersebut. (Sunan Abu Dawud No. 3636) Keputusan hadis ini menggarisbawahi dan mempertegas bahwa kebebasan hak kepemilikan individu sama sekali tidak boleh digunakan apabila hal itu menimbulkan kerugian bagi kepentingan orang lain (Dewi & Azzaki, 2024).
Para ulama penyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menggunakan pendekatan berlandaskan konsep syirkah abdan. Syirkah abdan adalah bentuk perkongsian antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi berupa tenaga atau kerja (amal) tanpa adanya kontribusi modal material (mal) (Raminah, 2025). Meskipun demikian, terdapat perbedaan penerapan dalam KHI, jika dalam syirkah abdan klasik kedua belah pihak diwajibkan bekerja untuk mendapatkan hasil, KHI menetapkan bahwa peran istri yang murni mengurus rumah tangga tetap dianggap sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan keharmonisan, sehingga ia berhak atas harta yang dihasilkan oleh suami. 
Dari sisi penyelesaian sengketa, konsep fikih klasik yang memisahkan harta kekayaan suami dan istri memiliki kelebihan utama yaitu pengaturannya yang sangat sederhana, tidak rumit, dan mudah dipraktikkan. Meski pemisahan harta mencegah kerumitan sengketa, keterbatasan dari konsep fikih klasik ini adalah tidak adanya pengakuan otomatis terhadap harta yang dicari bersama-sama, yang sering kali berkembang dalam adat istiadat dan perkembangan pemberdayaan wanita di Indonesia. Sebagai solusi atas keterbatasan ini, hukum Islam tetap mengedepankan saling pengertian dan memperbolehkan pasangan membuat perjanjian perkawinan sebelum akad nikah, baik untuk menggabungkan maupun memisahkan harta, guna menghindari konflik yang berujung pada perceraian (Paisal dkk., 2025). Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban pasangan ini didasari oleh firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:
 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
	
Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dasar pembentukan harta bersama selama masa perkawinan di Indonesia berakar pada prinsip bahwa harta yang diperoleh suami maupun istri selama ikatan perkawinan merupakan satu kesatuan aset yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan keluarga. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f KHI, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa memandang siapa di antara suami atau istri yang mencarinya maupun atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Prinsip ini memberikan landasan operasional bahwa meskipun suami atau istri memiliki peran ekonomi yang berbeda, hasil dari pengelolaan bersama tersebut secara hukum dilebur menjadi harta milik berdua. 
Di sisi lain, hukum tetap mengakui adanya harta pribadi yang tidak tercampur ke dalam harta bersama, yaitu harta bawaan yang dimiliki sebelum perkawinan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Namun, dinamika rumah tangga sering kali menyebabkan batas antara harta bawaan dan harta bersama menjadi kabur, terutama ketika harta bawaan dikelola secara bersama-sama oleh suami dan istri untuk menghasilkan nilai tambah. Meskipun regulasi telah membedakan antara harta bawaan dan harta bersama, ketiadaan norma yang jelas mengenai mekanisme "pencampuran akibat pengelolaan bersama" sering kali menjadi celah hukum yang memicu sengketa, inkonsistensi putusan hakim, serta ketidakpastian status aset pasca-perceraian (Siahaan dkk., 2025). 
Kedudukan harta bersama dalam KHI diatur secara rinci melalui Pasal 85 hingga Pasal 96 yang memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan dan pembagian aset selama perkawinan. Pasal 85 menegaskan bahwa keberadaan harta bersama tidak meniadakan hak milik pribadi suami atau istri, yang diperkuat oleh Pasal 86 dengan menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta karena perkawinan sehingga harta bawaan, warisan, atau hibah tetap menjadi hak milik masing-masing. Tanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun harta suami dibebankan secara kolektif kepada suami dan istri sesuai Pasal 89 dan 90, serta harta tersebut tidak boleh dijual atau dipindahtangankan tanpa persetujuan pihak lainnya. 
Lebih lanjut, Pasal 91 dan 92 merinci bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan, namun pengelolaannya tetap harus melalui persetujuan bersama. Terkait hutang, Pasal 93 mengatur bahwa hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama, dan jika tidak mencukupi, maka akan dibebankan pada harta pribadi suami atau istri secara berjenjang. Dalam kondisi khusus seperti poligami, Pasal 94 menetapkan bahwa harta bersama dari masing-masing istri harus dipisahkan dan berdiri sendiri sesuai waktu berlangsungnya akad perkawinan masing-masing. Sebagai upaya perlindungan, Pasal 95 memberikan kewenangan bagi suami atau istri untuk memohon sita jaminan ke Pengadilan Agama apabila terdapat perbuatan merugikan seperti judi atau pemborosan. Terakhir, Pasal 96 mengatur bahwa jika terjadi cerai mati, separuh harta bersama menjadi hak bagi pasangan yang hidup lebih lama, sementara pembagian jika salah satu pasangan hilang harus ditangguhkan hingga adanya kepastian hukum (Murtado, 2024).
Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dan setara, di mana pemenuhannya menjadi tolok ukur keharmonisan keluarga. Kewajiban suami terhadap istri meliputi pemberian mahar serta nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, yang merupakan konsekuensi alami dari peran suami sebagai pemimpin keluarga. Sebaliknya, istri berkewajiban untuk menghormati dan menaati suaminya, menjaga kehormatan keluarga, memelihara harta suami, serta memenuhi kebutuhan lahir dan batin pasangan, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terkait dengan harta bersama, Islam di Indonesia mengakomodasi konsep yang menyerupai syirkah abdan mufawwadah, yaitu suatu bentuk perkongsian tenaga dan usaha yang tidak terbatas selama masa perkawinan. Dalam praktiknya, segala aset yang diperoleh selama ikatan pernikahan, baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, maupun hak dan kewajiban yang bernilai ekonomi, dikategorikan sebagai harta bersama. Namun, KHI memberikan pengecualian terhadap harta yang diperoleh sebagai warisan atau pemberian khusus kepada salah satu pihak, sehingga harta tersebut tetap menjadi hak milik pribadi. 
Apabila terjadi perceraian, hukum membawa implikasi hukum yang signifikan bagi anak, harta bersama, dan kewajiban nafkah pasca-perceraian. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun perkawinan telah putus, di mana biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi kewajiban bersama, dengan penekanan bahwa jika suami tidak mampu, pengadilan dapat membebankan biaya tersebut kepada ibu. Mengenai harta bersama, jika tidak ada kesepakatan pembagian, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan pembagian berdasarkan prinsip keadilan yang wajar atau hukum yang berlaku. Selain itu, suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah (pemberian finansial pasca-perceraian) kepada mantan istrinya, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kemampuan finansial suami (Azizah & Hafidzi, 2025).
Mekanisme pembagian harta bersama akibat perceraian menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua (seperdua) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini menjadi acuan utama di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama ketika ikatan pernikahan putus karena perceraian, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban hutang yang dibebankan kepada harta bersama. Implementasi ketentuan KHI dalam praktik peradilan agama menunjukkan bahwa meskipun Pasal 97 KHI memberikan pedoman pembagian secara merata, hakim memiliki diskresi untuk menetapkan pembagian yang proporsional sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Jika terjadi perselisihan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta, yang kemudian akan diperiksa melalui tahapan mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara. Dalam memutus perkara, hakim tidak sekadar menerapkan angka matematis 1/2, melainkan mempertimbangkan asal-usul perolehan harta, kontribusi nyata dari masing-masing pihak, serta bukti-bukti kepemilikan yang diajukan selama persidangan. Selain itu, hakim senantiasa merujuk pada ada atau tidaknya perjanjian perkawinan, karena isi perjanjian tersebut menjadi prioritas utama yang mengesampingkan pembagian merata jika disepakati adanya pemisahan harta. Sebagai langkah preventif untuk melindungi integritas harta bersama, pengadilan juga dapat mengeluarkan penetapan sita jaminan atas permohonan salah satu pihak apabila terdapat indikasi adanya perbuatan merugikan seperti pemborosan atau penggelapan harta (Muchammad Ariyahdul Ma’rifat, 2024).

Harta Bersama sebagai Bentuk Reformulasi Hukum Islam di Indonesia
	Upaya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengakomodasi perubahan sosial serta peran ekonomi istri terus berkembang seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik dan ekonomi. Meskipun KHI melalui Pasal 97 telah menetapkan pembagian harta bersama secara merata, realitas sosial modern menunjukkan adanya ketimpangan yang penting ketika istri memegang peran sebagai penopang ekonomi utama keluarga. Para ahli dan praktisi hukum mulai mengedepankan pola keadilan proporsional yang melampaui formalisme hukum, di mana kontribusi nyata masing-masing pihak menjadi faktor krusial dalam menentukan hak atas harta bersama pasca-perceraian (Sugianto dkk., 2024). 
Rekonstruksi keadilan ini dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan maqāşid al-sharī ah dan teori hukum progresif untuk menafsirkan norma-norma keluarga Islam secara lebih kontekstual. Melalui pola ini, prinsip hifz al-māl (perlindungan harta) dan hifz al-nasl (perlindungan keluarga) menjadi landasan untuk memastikan bahwa distribusi harta tidak hanya memenuhi kepastian angka, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan distributif yang seimbang. Hakim di lingkungan peradilan agama didorong untuk melakukan justice-oriented reasoning dalam putusannya, yakni memberikan pengakuan hukum terhadap kontribusi ekonomi istri yang dominan sebagai bentuk dari keadilan yang selaras dengan tujuan moral syariat (Pratitis dkk., 2025). 
Reformulasi hukum Islam melalui pendekatan maslahat, keadilan, dan kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak mengingat problematika fundamental yang melekat pada status Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat ini. Transformasi KHI menjadi Undang-Undang di intergerasi kan oleh kerangka Maqashid al-Shari'ah, khususnya prinsip hifzh al-nasl (perlindungan keluarga) dan hifzh al-mal (perlindungan harta), yang memungkinkan adaptasi hukum terhadap penerapan kondisi kontemporer melalui metodologi Maslahah Mursalah untuk mewujudkan keadilan  yang melampaui formalitas teks. Langkah ini menyelesaikan kekurangan struktural dalam sistem hukum nasional dengan memberikan kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang lainnya, sehingga memperkuat struktur, substansi, dan budaya hukum sebagaimana diuraikan dalam Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman (Friedman, 1975). ransformasi ini mendesak untuk dilakukan guna mengisi kekosongan norma materiil yang krusial, terutama mengenai harta bersama dalam poligami dan pengakuan terhadap kontribusi non-ekonomi istri, yang dibuktikan oleh banyaknya putusan Mahkamah Agung yang terpaksa melakukan legal borrowing terhadap Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara keluarga Islam (Hamzah, 2025).
Konsep harta bersama memiliki relevansi yang krusial dalam mewujudkan perlindungan hak suami dan istri di Indonesia, terutama sebagai instrumen untuk menjamin keadilan pasca-perceraian. Perlindungan ini diwujudkan melalui pengakuan hukum atas hak kepemilikan bersama terhadap aset yang diperoleh selama ikatan perkawinan, tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar. Dalam implementasinya, pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan dengan porsi rata (50:50), melainkan menerapkan prinsip keadilan merata yang mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak dalam perolehan aset selama masa perkawinan. 
Hukum memberikan perlindungan bagi suami dan istri dengan mewajibkan adanya persetujuan kedua belah pihak untuk setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bersama, seperti menjual atau memindahkan aset, guna mencegah tindakan sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Selain itu, hakim di Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan pembagian harta yang proporsional sesuai dengan fakta hukum di persidangan, sehingga hak masing-masing pihak tetap terjaga sesuai dengan jasa atau kontribusi yang diberikan selama pernikahan. Konsep ini juga membantu membedakan secara jelas antara harta yang menjadi hak milik pribadi, seperti harta bawaan, hibah, atau warisan khusus, dengan harta yang menjadi hak bersama, sehingga masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum atas hak miliknya secara terpisah. Terakhir, keberadaan perjanjian perkawinan memberikan ruang bagi suami dan istri untuk menetapkan pengaturan harta mereka sendiri secara tertulis, yang diakui secara hukum sebagai bentuk perlindungan hak yang dapat menyimpangi ketentuan umum jika diperlukan (Jamil dkk., 2025).

PENUTUP
Konsep harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia berakar pada prinsip keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, dengan memandang Allah SWT sebagai pemilik hakiki atas segala sesuatu di alam semesta. Meskipun fikih klasik pada dasarnya memisahkan kepemilikan harta antara suami dan istri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melakukan ijtihad kontekstual dengan mengadopsi konsep syirkah abdan untuk mengakui harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama. Prinsip ini memberikan landasan operasional bahwa meskipun suami atau istri memiliki peran ekonomi yang berbeda, hasil dari pengelolaan bersama tersebut secara hukum dilebur menjadi aset milik berdua, namun tetap menghormati hak milik pribadi masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan, hibah, maupun warisan.
Implementasi konsep harta bersama dalam praktik peradilan agama di Indonesia menekankan pentingnya keadilan merata, di mana pembagian aset pasca-perceraian tidak selalu harus dilakukan secara merata (50:50) melainkan mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara secara proporsional berdasarkan fakta hukum, asal-usul perolehan harta, serta jasa suami atau istri selama masa perkawinan. Selain itu, aspek perlindungan hak melalui kewajiban persetujuan bersama dalam setiap perbuatan hukum terhadap harta bersama, serta peran perjanjian perkawinan, menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan ekonomi bagi suami maupun istri agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.
Mengingat adanya problematika terstruktur KHI sebagai Instruksi Presiden dan munculnya celah hukum dalam kasus kontemporer, diperlukan transformasi KHI menjadi Undang-Undang Hukum Keluarga Islam untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Reformulasi ini mendesak untuk dilakukan guna mengisi kekosongan norma materiil, seperti pengaturan harta bersama dalam poligami, pengakuan atas nilai kontribusi non-ekonomi istri, serta integrasi prinsip maqashid syariah yang lebih adaptif. Transformasi sistemik ini akan memperkuat struktur, substansi, dan budaya hukum di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa sistem hukum keluarga Islam mampu merespons dinamika sosial serta perkembangan ekonomi masyarakat secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
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